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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Desa 

Oepuah Selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara 

yang menjadi kesimpulan yaitu: 

1. Dalam pembuatan kebijakan desa dalam hal ini peraturan desa di Desa 

Oepuah Selatan pemerintah desa bersama BPD sudah melihat masalah-

masalah yang ada dan dibuatkan suatu rancangan peraturan yang sudah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya 

masih terdapat masalah karena dalam musyawarah dusun BPD tidak 

melibatkan seluruh masyarakat. Dan pemerintah kecamatan belum terlalu 

memperhatikan pemerintah desa dalam hal penyusunan peraturan desa 

selain itu, minimnya biaya untuk membuat suatu peraturan desa. Sehingga 

belum ada peraturan desa mengenai masalah-masalah yang ada di Desa 

Oepuah Selatan yang disahkan dan masih dalam bentuk rancangan. 

2. Strategi yang dilakukan oleh BPD dalam menghimpun aspirasi 

masayarakat Desa Oepuah Selatan yaitu dengan melakukan musyawarah 

dusun dan msuyawarah desa untuk menghimpun setiap keluhan-keluhan 

dari setiap masyarakat untuk ditidaklanjuti. Akan tetapi dalam 
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musyawarah tersebut semua masyarakat, kaum akademisi tidak 

diikutsertakan sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui rancangan 

peraturan desa yang sudah ada. 

3. Dalam proses komunikasi antara pemerintah desa bersama BPD Desa 

Oepuah Selatan komunikasinya bersifat internal  dimana BPD melakukan 

pertemuan bersama pemerintah untuk melihat dan menganalisis 

rancangan-rancangan perdes yang diprioritaskan baik itu rancangan perdes 

yang berasal dari pemerintah desa maupun BPD untuk ditindaklanjuti atau 

disepakati bersama. Kemudian rancangan perdes itu disosialisasi kepada 

masyarakat akan tetapi semua masyarakat tidak dilibatkan. 

5.2 Saran 

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar sebelum membuat 

rancangan peraturan desa harus melakukan pertemuan dengan masyarakat 

seluruhnya sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan 

mengenai permasalahan yang dihadapi dan dalam proses sosialisasi 

rancangan peraturan desa seluruh masyarakat harus dilibatkan agar 

masayarakat dapat mengetahui rancangan peraturan desa yang telah 

dibuat. Dan Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah harus mampu 

melihat dan menganalisis masalah-masalah yang mengganggu 

kenyamanan masyarakat. Dan segera disahkan dalam sebuah peraturan 

yang tegas mengenai masalah-masalah yang ada. 
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2. Bagi pemerintah kecamatan agar lebih memperhatikan pemerintah desa 

terutama dalam hal proses pembuatan kebijakan desa atau peraturan desa 

demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam kembali peran Badan 

Permusyawaratan Desa terutama dalam penyusunan peraturan desa. 
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